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ABSTRAK:

CATATAN:

Untuk melaksanakan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
perlu menetapkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh tentang Penetapan Penunjukan
Kantor Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006, UU No 15 Tahun 2011,
UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan UU No 8 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir ngan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2016
perubahan kedua atas PKPU No 3 Tahun 2016, PKPU No 10 Tahun 2016 perubahan
atas PKPU No 6 Tahun 2016, PKPU No 13 Tahun 2016 perubahan atas PKPU No 8
Tahun 2015, Kpts KPU No 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Qanun Aceh No 12 Tahun
2016, Kpts KIP ACEH No 12 Tahun 2016 perubahan Kpts KIP Aceh No 1 Tahun 2016,
Kpts KIP Kota Banda Aceh No 226 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 230
Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 5 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh ini diatur :

Akuntan Publik yang akan melakukan audit wajib melengkapi surat tugas dari

Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan KIP Kota Banda Aceh dan wajib membuat

pernyataan tertulis yang menyatakan :

a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon
dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon
perseorangan;

b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2017.
Lamp:1 him.



